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PERATURAN 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 6/PERMEN-KP/2019 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

NOMOR 33/PERMEN-KP/2015 TENTANG UNIT KERJA MENTERI 

KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektivitas 

pelaksanaan tugas Unit Kerja Menteri Kementerian 

Kelautan dan Perikanan, perlu dilakukan perubahan 

terhadap Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  Perikanan  

Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja Menteri 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 

Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja Menteri 

Kementerian Kelautan dan Perikanan; 

 

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang 

Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8); 

2. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara 
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Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden 

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2017 Nomor 5); 

3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

PER.25/MEN/2012 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian 

Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2013 Nomor 1), sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2017 tentang 

Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor PER.25/MEN/2012 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di 

Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1521); 

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja Menteri 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1838); 

5. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 220), 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 

Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan 

Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 

Nomor 317); 

6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 

63/PERMEN-KP/2017 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Kelautan dan Perikanan 2015 – 2019 (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 115); 
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MEMUTUSKAN: 

Menetapkan :   PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN 

TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI 

KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR 33/PERMEN-KP/2015 

TENTANG UNIT KERJA MENTERI KEMENTERIAN KELAUTAN 

DAN PERIKANAN. 

 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan  Menteri  Kelautan  dan  

Perikanan  Nomor 33/PERMEN-KP/2015 tentang Unit Kerja 

Menteri Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1838) diubah sebagai 

berikut: 

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut:  

 

Pasal 4 

(1) Susunan organisasi UKM KKP terdiri atas: 

a. Kepala; 

b. Wakil Kepala; 

c. Tim Ahli; 

d. Sekretaris; 

e. Anggota; dan 

f. Sekretariat. 

(2) Struktur organisasi UKM KKP sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 

 

2. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:  

 

Pasal 6A 

(1) Tim Ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 

(1) huruf c berada dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Kepala. 
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